PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 503/0182/4.14/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA KEPADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA SMP TAHFIDZ ALQURAN INSAN CENDEKIA
BOYOLALI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang . a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah
melalui jalur pendidikan formal;

b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut
memerlukan adanya lembaga pendidikan;

c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil
studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional
Sekolah Menengah Pertama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Boyolali tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan
Menengah Pertama Kepada Sekolah Menengah
Pertama SMP TAHFIDZ ALQURAN INSAN
CENDEKIA BOYOLALL;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan ‘Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015




DL
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran 1egara republik indonesia
Tahun 2018 nomor 90, Taihahan Lembaran Negara
republik Indonesia nomor 1 115); '

6. Peraturan Presiden Nomo: 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan  Pelaksanaan Berusaha (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 45); -

8. Peraturan Daerah Kabupaten B SN
Tahun 2016 tentang Pemben an
Perangkat Daerah (Lembaran !

Boyolali Tahun 2016 Nom
Daerah Kabupaten Boy
telah diubah be
Peraturan Daerah
Tahun 2020 ten

A12 - ©@lanahandmade



12

13

14.

15.

16.

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 193);

.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah
di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015 Nomor 34);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentax_;fgj
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);

.Peraturan Bupati Boyolali

tentang Kedu‘dukan, Susunan
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2. Surat permohonan Yayasan Harapan Insan Boyolali
Nomor 004/B/PMH/YAHIB/1/2021 perihal

Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMPTQ Insan
Cendekia;;

3. Surat Permohonan Yayasan Harapan Insan Boyolali
Nomor 004/B/PMH/YAHIB/1/2021 perihal
Permohonan ljin Operasional Pendirian SMPTQ Insan
Cendekia ;

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama SMP TAHFIDZ
ALQURAN INSAN CENDEKIA BOYOLALI sebagai
berikut :

1. Nama Satuan : Sekolah Menengah Pertama

Pendidikan SMP TAHFIDZ ALQURAN
INSAN CENDEKIA
BOYOT ALI

2. Nomor Induk : 12960. 110783
Berusaha (NIB)

3. Alamat . Dk. Sr ading RT 13 RW 02,
Desa/! | Kadireso,
Kecan: lan Teras,
Kabup. ‘en Boyolali,
Provin:\ Jawa Tengah

Pendirian Sekolah Menenga': Pertama SMP

ALQURAN INSAN CENDEKI '\ BOYOLALI seha_ ana
tersebut pada Diktum KESATU harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undan an.

Apabila  terjadi
penyelenggaraan
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